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	PENDAHULUAN

	
	
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 BAB VII   Pasal 41 ayat(1) yang berbunyi” Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2) angka 10, salah satu tugas TNI adalah “membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Unadng.
Dalam Modul ini membahas tentang Perbantuan TNI kepada Polri yang meliputi : pengertian,dasar dan alasan perbantuan TNI kepada Polri; prosedur penyelenggaraan bantuan TNI kepada Polri dan pedoman kerja sama antara TNI dan Polri tentang perbantuan TNI kepada Polri dibidang harkamtibmas.
Tujuannya agar peserta didik memahami tentang pelaksanaan Perbantuan TNI kepada Polri.
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	Standar Kompetensi

	
	
Memahami pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri
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	Kompetensi Dasar

	
	
1. Memahami pengertian, dasar dan alasan perbantuan TNI kepada Polri

Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan pengertian perbantuan TNI kepada Polri.
b. Menjelaskan dasar perbantuan TNI kepada Polri.
c. Menjelaskan alasan Polri minta bantuan ke TNI.

2. Memahami prosedur penyelenggaraan bantuan TNI kepada Polri

Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan penyelenggaraan bantuan TNI kepada Polri.
b. Menjelaskan permintaan bantuan Polri ke TNI.
c. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatiakan dalam perbantuan  TNI kepada Polri.
d. Menjelaskan permintaan bantuan TNI dalam Penanganan Konflik 

3. Memahami pedoman kerja sama antara Polri dan TNI tentang perbantuan TNI kepada Polri di bidang Harkamtibmas.
Indikator Hasil Belajar :

a. Menjelaskan kriteria permintaan dan kemampuan Satuan tugas TNI.
b. Menjelaskan tanggung jawab administrasi.
c. Menjelaskan tanggung jawab teknis.
d. Menjelaskan administrassi loogistik/Sarpras dan pembiayaan.
e. Menjelaskan Instruksi dan koordinasi. 
f. Menjelaskan komando dan pengendalian bantuan TNI Kepada Polri.
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	Materi Pokok

	
	
 1. Pokok Bahasan 1 :
Pengertian, dasar dan alasan perbantuan TNI kepada Polri
Sub Pokok Bahasan
a. pengertian perbantuan TNI kepada Polri.
b. dasar perbantuan TNI kepada Polri.
c. alasan Polri minta bantuan ke TNI.

2. Pokok Bahasan 2:
         Prosedur penyelenggaran bantuan TNI kepada Polri
Sub Pokok Bahasan

a. Penyelenggaraan bantuan TNI kepada Polri.
b. Permintaan bantuan Polri ke TNI.
c. Hal-hal yang perlu diperhatiakan dalam perbantuan  TNI kepada Polri.
d. Permintaan bantuan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.

3.  Pokok bahasan 3:
     Pedoman kerjasama anatar  Polri dan TNI tentang perbantuan kepada Polri dibidang Harkamtibmas

     Sub pokok bahasan 
a. kriteria permintaan dan kemampuan Satuan tugas TNI.
b. tanggung jawab administrasi.
c. tanggung jawab teknis.
d. administrassi loogistik/Sarpras dan pembiayaan.
e. Instruksi dan koordinasi. 
f. komando dan pengendalian bantuan TNI Kepada Polri.
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	Metode  Pembelajaran

	
	Metode Pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran ini meliputi:
1. Metode ceramah. 
	Metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian, dasar, alasan dan prosedur penyelenggaraan perbantuan T NI kepada Polri Metode brain storming.
	 
2. Metode tanya jawab.
	Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.

3. Metode penugasan
         Metode ini digunakan untuk memberikan pendalaman materi dengan resume materi Perbantuan TNI kepad Polri.
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	Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Media, alat dan bahan
a. Whiteboard.
b. Papan Flipchart.
c. Kertas flipchart.
d. Komputer/laptop.
e. LCD dan screen.
f. Alat tulis.
2. Sumber Belajar
a. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
c. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
d. PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
e. Peraturan Kapori Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis penanganan konflik sosial
f. Pedoman Kerja antara Polri dengan TNI Nomor B/81/XII/2018, Nomor: Kerma/54/XII/2018
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	Kegaitan Pembelajaran

	
	
1. Tahap awal: 10 menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :
a. Pendidik melaksanakan perkenalan.
b. Pendidik mengeksplor pemahaman peserta yang berkaitan dengan materi.
c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 750 menit
a. Tahap inti 1: Penyampaian materi (205 menit)
1) Pendidik menjelaskan materi tentang tehnik pelaksanaan  per bantuan TNI kepada Polri
2) Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya.
3) Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat administrasi perbantuan TNI kepada Polri
4) Pendidik menfasilitasi jalannya praktek penyusunan administrasi perbantuan TNI kepada Polri
5) Pendidik membuka forum tanya jawab.

b. Tahap inti 2: Penugasan (45 menit)
c. Pendidik memberikan penugasan berupa membuat resume kepada peserta didik materi perbantuan TNI kepad Polri;
d. Peserta didik membuat resume materi perbantuan TNI kepad Polri;
3. Tahap akhir: 10 menit
a. Pendidik melaksanakan penguatan materi.
b. Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan penguasaan materi.
c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
d. Pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.




	
	Tagihan/Tugas

	
	
1. Peserta didik diminta mengumpulkan hasil resume tentang materi permiintaan perbantuan kepada TNI




	
	Lembar Kegiatan

	
	
1. Lembar tugas resume materi
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	Bahan Bacaan

	
	
PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI

A. Pengertian, dasar dan alasan perbantuan TNI kepada Polri

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 BAB VII   Pasal 41 ayat(1) yang berbunyi” Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2) angka 10, salah satu tugas TNI adalah “membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Unadng.

1. pengertian perbantuan TNI kepada Polri.

Perbantuan TNI kepada Polri adalah bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sesuai dengan gangguan keamanan yang dihadapi atas permintaan pejabat Polri yang berwenang dalam kondisi tertentu untuk menambah kekuatan dan kemampuan Polri agar mampu mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas serta memulihkan Kamtibmas

2. Dasar perbantuan TNI kepada Polri.

a. UU Nomor 2 Tahun 2002
b. UU Nomor 34 Tahun 2004
c. UU Nomor 7 Tahun 2012
d. UU Nomor 1Tahun 2015
e. UU Nomor 8 Tahun 2015
f. PP Nomor 2 Tahun 2015
g. Peraturan Kapori Nomor 8 Tahun 2013
h. MoU TNI Polri tahun 2018 tetang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka harkamtibmas

3. Alasan Polri minta bantuan ke TNI.

Alasan/pertimbangan permintaan bantuan TNI sebagai upaya dalam memelihara situasi Kamtibmas dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas intensitas tinggi dan berskala besar, maka apabila dipandang perlu Polri dapat meminta bantuan TNI.
Kemudian dalam hal penghentian kekerasan fisik yang membutuhkan bantuan pengunaan dan pengerahan kekuatan TNI.dimana personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas;   sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dinilai tidak cukup;   keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan back up Polri bertindak segera, sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat; dan   konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan tergang-gunya fungsi pemerintahan. 

  B.   Prosedur penyelenggaran bantuan TNI kepada Polri
 
1. Penyelenggaraan bantuan TNI kepada Polri.
Penyelenggaraan permintaan bantuan kepada TNI harus memperhatikan berbagai hal diantarnya kriteria permintaan bantuan, prosedur permintaan bantuan, ketentuan tentag perbanyuan TNI kepada Polri, mekanisme permintaan bantuan TNI serta komando dan penengendalian.

2. Permintaan bantuan Polri ke TNI.
a.   permintaan dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam serta diajukan serendah-rendahnya oleh Kasatwil setingkat Kapolres untuk ditujukan kepada Komandan Militer yang setingkat (Danrem, Dandim, Danlantamal, Danlanal dan/atau Danlanud) yang ada di daerah setempat; 
b.   Kasatwil yang meminta bantuan, segera melaporkan kepada atasannya pada kesempatan pertama selambatlambatnya 1 x 24 jam; 
 c.    surat permintaan bantuan TNI sekurang-kurangnya memuat: 
        (1)   perkembangan situasi terakhir;
        (2)   alasan permintaan bantuan; 
        (3)  jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan baik personel, alat utama, alat khusus, peralatan lain maupun  perlengkapan yang dibutuhkan; 
       (4)   sasaran atau lokasi penugasan; 
       (5) lama waktu penugasan (dimulai dan berakhirnya penugasan); dan
       (6)    dukungan administrasi dan logistik yang diberikan;

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perbantuan  TNI kepada Polri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam permintaan bantuan kepda TNI sebagai berikut : 
a. status perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi atau Bawah Komando Operasi; 
b. perbantuan satuan tugas TNI dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kasatwil; 
c. batas tindakan polisional yang dilakukan oleh satuan tugas TNI ditetapkan oleh Kasatwil dengan tetap menghormati HAM;
d. perubahan penggunaan kekuatan atau pengalihan sasaran dikoordinasikan dengan komandan satuan TNI yang memberikan perbantuan; 
e. satuan perbantuan TNI terkecil, minimal setingkat peleton; 
f. satuan tugas TNI yang diperbantukan dapat diberikan sektor tersendiri, terutama untuk mengamankan objek vital (kantor pemerintahan, PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain);

4. Permintaan bantuan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.

Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 
Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
Dalam lampiran Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Bab IV huruf c)  ditegaskan bahwa : Dalam hal penghentian kekerasan fisik membutuhkan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: 

a.    kriteria permintaan bantuan: 
1)   personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas; 
2) sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dinilai tidak cukup; 
3)   keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan back up Polri bertindak segera, sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat; dan 
4)  konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan tergang-gunya fungsi pemerintahan. 

b.    Prosedur permintaan bantuan: 
1)    permintaan dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam serta diajukan serendah-rendahnya oleh Kasatwil setingkat Kapolres untuk ditujukan kepada Komandan Militer yang setingkat (Danrem, Dandim, Danlantamal, Danlanal dan/atau Danlanud) yang ada di daerah setempat; dan 
2)    Kasatwil yang meminta bantuan, segera melaporkan ke-pada atasannya pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam; 

c.    Surat permintaan bantuan TNI sekurang - kurangnya memuat: 
1)     perkembangan situasi terakhir; 
2)     alasan permintaan bantuan; 
3)   jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan baik personel, alat utama, alat khusus, peralatan lain maupun perlengkapan yang dibutuhkan;
 4)    sasaran atau lokasi penugasan; 
 5) lama waktu penugasan (dimulai dan berakhirnya penugasan); dan
 6)    dukungan administrasi dan logistik yang diberikan;  

 d.    Hal-hal yang perlu diperhatikan: 
1) status perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi atau Bawah Komando Operasi; 
2) perbantuan satuan tugas TNI dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kasatwil; 
3)  batas tindakan polisional yang dilakukan oleh satuan tugas TNI ditetapkan oleh Kasatwil dengan tetap menghormati HAM; 
4)  perubahan penggunaan kekuatan atau pengalihan sasaran dikoordinasikan dengan komandan satuan TNI yang memberikan perbantuan; 
5)   satuan perbantuan TNI terkecil, minimal setingkat peleton; dan 
6)  satuan tugas TNI yang diperbantukan dapat diberikan sektor tersendiri, terutama untuk mengamankan objek vital (kantor pemerintahan, PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain);

     C.  Pedoman kerjasama antara  Polri dan TNI tentang perbantuan kepada Polri dibidang Harkamtibmas
   
   Di dalam Pedoman kerjasama antara Polri dengan TNI nomor :B/81/XII/218 tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam memelihara kamtibmas, dijelaskan beberapa hal sebagi berikut :

1. Kriteria permintaan dan kemampuan Satuan tugas TNI.
Dalam hal penghentian kekerasan fisik membutuhkan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: 
a.   kriteria permintaan bantuan dan kemampuan Satuan tugas TNI: 
1) personel Polri setempat yang terbatas baik secara kemampuan,kualitas maupun kuantitas; 
2) sarana dan prasaranaalpakam/almatsus satuan kewilayahan Polri setempat dinilai tidak memadai. 
3) keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan back up Polri bertindak segera, sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat;
b. Kriteria pemberian bantuan meliputi: 
1) personel TNI setempat secara kuantitas dan kualitas mencukupi untuk memberikan bantuan dalam rangka Harkamtibmas; 
2) sarana dan prasarana/alutsista yang dimiliki satuan TNI setempat dinilai memadai; 
3) keadaan geografis memungkinkan satuan TNI untuk back up Polri bertindak segera.

2.  Tanggung jawab administrasi.
Tanggung jawab administrasi adalah tanggung jawab yang berada pada TNI dan Polri berupa segala hal yang terkait administrasi seperti surat menyurat, rencana operasi, rencana pengamanan, surat perintah dan lain-lain yang menunjang legalitas pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri
a.  Perbantuan TNI kepada Polri dilakukan dalam Kegiatan Kepolisian dan Operasi Kepolisian. 
b.   Permintaan perbantuan TNI dilakukan secara tertulis oleh pejabat Polri paling rendah Kasatwil setingkat Kapolres/Ta/Tabes/Metro kepada Dansatkowil paling rendah setingkat Dandim, Danlanal, dan Danlanud. 
c.  Dalam keadaan mendesak permintaan bantuan dapat dilakukan secara lisan atau melalui alat komunikasi, yang selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam.
d.    Kasatwil yang meminta bantuan dan Dansatkowil yang akan memberikan bantuan segera melaporkan kepada atasannya pada kesempatan pertama paling lambat 1 x 24 jam dan diteruskan secara hierarki kepada pimpinan TNI dan Polri.
e.   Permintaan perbantuan oleh Kasatwil kepada Dansatkowil memuat antara lain:
1)   perkembangan situasi terakhir; 
2)   alasan permintaan perbantuan; 
3)   jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan baik personel, alat utama, alat khusus, peralatan lain maupun perlengkapan yang dibutuhkan; 
4)   sasaran atau lokasi perbantuan yang diperlukan; 
5)   waktu penugasan (kapan dimulai dan kapan berakhir); 
6)   dukungan administrasi, anggaran dan sarana prasarana.
f.    Dalam hal bantuan TNI berbentuk Satgas, Dansatgas TNI yang ditunjuk melaporkan kepada komandan satuan atasannya tentang pelaksanaan bantuan TNI kepada Polri serta koordinasi dengan komando kewilayahan tentang adanya pemberian bantuan Satgas TNI kepada Polri di wilayahnya. 
g.     Alutsista TNI beserta awak/personel yang dapat diminta oleh Kapolri kepada Panglima TNI untuk perbantuan hanya berupa pesawat udara, kapal laut dan rantis angkut personel. 
h.   Setelah menerima penyerahan bantuan satuan tugas TNI, Kasatwil sebagai penerima bantuan harus melakukan pemeriksaan dan pencatatan menyangkut personel, alat utama, alat khusus, peralatan dan perlengkapan yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima. 
i.      Sebelum pelaksanaan tugas, Kasatwil memberikan petunjuk dan arahan kepada satuan tugas TNI yang diperbantukan tentang cara bertindak, cara pengawasan, cara pengendalian dan cara pelaporan sesuai dengan rencana pengamanan/operasi/kontijensi Polri. 
j.    Setelah menerima penyerahan bantuan satuan tugas TNI, Kasatwil sebagai penerima bantuan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1)  mengambil apel, melakukan pemeriksaan, pencatatan menyangkut personel, peralatan dan perlengkapan yang dibawa; 
2) memberikan petunjuk dan arahan/Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada satuan tugas TNI yang diperbantukan termasuk menjelaskan tentang SOP; dan 
3)   mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan sesuai dengan status penugasan dan melaporkan secara hierarki kepada Pimpinan
k.   Kasatwil bersama-sama Dansatgas/Dansatkowil melakukan analisa dan evaluasi harian atas pelaksanaan tugas. 
l.  Berdasarkan analisa dan evaluasi situasi dan kondisi Kamtibmas, Kasatwil dapat mengurangi atau menambah jumlah kekuatan personel TNI, dan mengakhiri atau memperpanjang waktu penugasan secara bertahap diawali koordinasi dengan Dansatkowil sesuai kebutuhan. 
m.  Setelah situasi dan kondisi yang dihadapi dinyatakan aman atau atas dasar pertimbangan Kasatwil maka Kasatwil mengembalikan Satuan Tugas TNI kepada Dansatkowil pemberi bantuan, selanjutnya secara tertulis diteruskan sesuai hierarki kepada pimpinan TNI dan Polri tentang pengembalian bantuan TNI pada kesempatan pertama paling lambat 1 x 24 jam.

3.  Tanggung jawab teknis.
Tanggung jawab teknis adalah tanggung jawab yang berada pada TNI selaku kesatuan yang memberikan bantuan berupa kemampuan teknis sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya berpedoman pada Rule of Engagement (RoE) TNI dan disesuaikan dengan rencana pengamanan/operasi/kontijensi serta ketentuan yang berlaku di Polri.
a.  Komandan Satgas TNI yang disiapkan dapat mendekatkan atau menempatkan Satgas TNI pada titik tertentu berdasarkan analisis perkembangan situasi dalam rangka mengambil keputusan yang cepat terutama di daerah yang terbatas kekuatan unsur Kepolisian. 
b. Aturan tata cara penggunaan kekuatan Satgas TNI berpedoman pada Rule of Engagement (RoE) TNI dan sesuai dengan rencana pengamanan/operasi/kontinjensi serta ketentuan yang berlaku di Polri. 
c.  Tanggung jawab teknis dalam pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada Polri merupakan tanggung jawab satuan pemberi BKO.

4.  Administrasi logistik/Sarpras dan pembiayaan.
a. Administrasi.
Administrasi satuan tugas TNI yang diperbantukan kepada Polri tetap pada kesatuan asal, selanjutnya pihak Polri yang menerima perbantuan wajib melengkapinya dengan Surat Perintah. 
b. Sarana Prasarana. 
Sarana Prasarana yang digunakan dalam perbantuan TNI kepada Polri menggunakan alat peralatan organik satuan sesuai dengan kebutuhan perbantuan. 
c.    Pembiayaan. 
1)   Dukungan biaya pelaksanaan perbantuan pada Operasi Kepolisian dalam rangka Harkamtibmas menjadi tanggung jawab Polri yang diajukan oleh TNI berupa: 
a) uang makan; 
b) uang saku; 
c) bekal kesehatan; 
d) dana satuan; 
e) kodal;  
f) dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM). 
2)    Pembiayaan perbantuan TNI kepada Polri sebagai beri-kut: 
a) pada operasi kepolisian yang bersifat dukungan operasional terhadap personel dan Alutsista TNI ditanggung oleh Polri sesuai dengan norma indeks anggaran Polri; dan 
b)  pada kegiatan Kepolisian bersifat koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan. 
3)   Dalam hal anggota TNI menjadi korban/sakit pada saat pelaksanaan tugas perbantuan, maka dukungan biaya kesehatan menjadi tanggung jawab Polri dengan menggunakan fasilitas kesehatan milik Polri, TNI, Pemerintah dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
4)  Dalam pelaksanaan perbantuan Alutsista TNI biaya perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan Alutsista TNI sesuai peraturan perundang.
5)    Pembiayaan kegiatan monitoring dalam bentuk asistensi, supervisi dan pengawasan operasi secara bersama-sama dibebankan pada anggaran Polri selaku penerima bantuan. 
6)  Satuan tugas TNI sebagai pemberi bantuan wajib membuat administrasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) untuk diserahkan kepada Polri paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan perbantuan

5.  Instruksi dan koordinasi. 
 a.    Instruksi. 
1)     Personel Satuan tugas Polri maupun TNI wajib mematuhi hukum, menjunjung tinggi HAM, bersikap netral, menjaga soliditas dan memperhatikan kearifan lokal/budaya setempat. 
2)   Anggota TNI wajib menjunjung tinggi Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI. 
3)      Anggota Polri wajib menjunjung tinggi Tri Brata dan Catur Prasetya. 
4)     Polri dan TNI wajib membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan/Operasi dan penggunaan anggaran kepada Kasatwil atau Kepala Operasi pada kesempatan pertama dan diteruskan kepada Kapolri dan Panglima TNI. 
5)  Dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin, penya-lahgunaan wewenang dan/ atau tindak pidana yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam status penugasan, proses penyelesaiannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

b.    Koordinasi. 
1)  Koordinasi dapat dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah kegiatan /operasi kepolisian. 
2)    Penggunaan alat komunikasi disesuaikan dengan jaring komunikasi Polri yang tergelar. 
3)   Koordinasi dilaksanakan secara periodik dan insidentil bertempat di Posko gabungan Polri dan TNI yang disiapkan oleh Polri.

6.  Komando dan Pengendalian bantuan TNI Kepada Polri.
a.    Komando. 
1)   Komando Utama perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri berada pada Kapolri dan Panglima TNI. 
2) Komando Operasional satuan tugas TNI yang diperbantukan kepada Polri berada pada Kapolda/Kepala Operasi Kepolisian. 
3)   Komando Taktis satuan tugas TNI yang diperbantukan kepada Polri berada pada Kapolres/Ta/Tabes/Metro/Kepala Operasi Kepolisian. 
4)   Komando berlaku sejak Komandan Satuan tugas TNI melapor kepada Kasatwil/Kepala Operasi Kepolisian yang menerima perbantuan dan berakhir setelah ada pernyataan lisan yang ditindakianjuti secara tertulis dari Kasatwil. 

b.    Pengendalian. 
1)   Kendali operasional satuan tugas TNI yang dipebantu-  kan kepada Polri berada pada Kapolda/Kepala Operasi Kepolisian.
 2)  Kendali taktis bantuan satuan tugas TNI menjadi tanggung jawab Kasatwil/ Kepala Operasi Kepolisian yang meminta perbantuan TNI. 
3)  Kendali teknis bantuan satuan tugas TNI menjadi tanggung jawab Komandan Satuan Tugas TNI pemberi bantuan. 
4)   Pengendalian dilaksanakan pada saat berlangsungnya kegiatan/operasi Kepolisian.
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Rangkuman

	
	Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 BAB VII   Pasal 41 ayat(1) yang berbunyi” Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2) angka 10, salah satu tugas TNI adalah “membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
Perbantuan TNI kepada Polri adalah bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sesuai dengan gangguan keamanan yang dihadapi atas permintaan pejabat Polri yang berwenang dalam kondisi tertentu untuk menambah kekuatan dan kemampuan Polri agar mampu mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas serta memulihkan Kamtibmas.
Dalam penyelenggaraan perbantuan TNI kepada Polri meliputi beberapa hal, diantaranya : dasar dan alasan, permintaan bantuan,prosedur penyelenggaraan bantuan TNI kepada Polri serta pedoman kerjasama antara Polri dengan TNI tentang perbantuan TNI kepada Polri dibidang harkamtibmas yang meliputi. Kriteria permintaan dan kemampuan satuan tugas TNI, tanggungjawab administrasi, tanggungjawab teknis, administrsai logistik/srpras dan pembiayaan, instruksi dan koordinasi serta komando dan pengendalian bantuan TNI kepada Polri.
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	Latihan

	
	
1. Jelaskan pengertian yang berkaitan dengan perbantuan TNI kepada Polri !
2. Jelaskan dasar perbanuan TNI kepada Polri
3. Jelaskan alasan permintaan bantuan kepada TNI ! 
4. Jelaskan dasar permintaan perbantuan TNI kepada Polri! 
5. Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perbanyuan TNI kepada Polri 
6. Jelaskan permintaan perbantuan TNI dalam penanganan konflik sosial!
7. Jelaskan kriteria permintaan dan kemampuan satuan tugas TNI!
8. Jelskan administrasi logistik dan pembiayaan kerjsama erbanyuan TNI kepda Polri !
9. Jelaskan tanggug jawab teknis perbantuan T NI kepada Polri
10. Jelaskan komando dan pengendalian batuan TNI kepada Polri!
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